https://jdih.pesisirbaratkab.go.id/
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Menimbang

Mengingat

BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

bahwa untuk melaksanakanS\ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam “egeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Peweneaitaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Dagraltyh» Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daer&h tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daeral“darvRencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, sefta,lata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjamg Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat
tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2025;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5364);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonésia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah bebe terakhir dengan Undang-

Undang Nomor n 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pem % engganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembara % Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan tan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan : ran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 K/ 36);

Peratur iden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pemribangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 19);

15.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang

16.

17.

Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah
Putih);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana



https://jdih.pesisirbaratkab.go.id/

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1619);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi

dan Kabupaten/Kota (Begrita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 15

Peraturan Menteri am Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasi »»  Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan t&angunan Dan Keuangan Daerah (Berita
Negara %e’)‘ ik¥Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan
Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 204);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 435);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Nomor 542);

Peraturan Daerah Provigsi Lampung Nomor 17 Tahun
2024 tentang Renca bangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 20 (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahu Nomor 17, Tambahan Lembaran

Daerah Provins pung Nomor 559);
Peratur Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23
Tahun tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat«Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Nomor 76);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun
2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pesisir Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
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(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir
Barat Nomor 84);

33.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir
Barat Nomor 85);

34.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 8);

35.Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Pesisir Barat (Berita DRaerah Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2021 Nomor sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakln ngan peraturan Bupati Pesisir
Barat Nomor 4 Tah 024 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupat isir Barat Nomor 118 Tahun 2021
tentang Ke%n, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, _se ta Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Pesisir (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat

Tahun 20 Nomor 501);

36.Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 14 Tahun 2025
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun
2025 Nomor 549);

37.Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
(Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025
Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut  prakarsa  sendiri
berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan umsan%nerintahan yang menjadi
kewenangan daer % .

Bupati adalah B i, Resisir Barat.

Peraturan B aN lah Peraturan Bupati Pesisir Barat.
Rencana Lxnerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat
yang tnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat P RKPD adalah
dokumen  perubahan  perencanaan daerah  tahun
berkenaan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat P Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan
Perangkat Daerah tahun berkenaan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.
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12.

13.

14.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat
BAPPELITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang
melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah serta kelitbangan.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan APBD.

Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat PRKA Perangkat Daerah adalah
dokumen perubahan perencanaan dan anggaran Perangkat
Daerah tahun berkenaan.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

(1)

(2)

Perubahan Renj kat Daerah Tahun 2025 dilakukan
apabila berdasa hasil evaluasi pelaksanaannya pada
tahun be \,’nenunjukkan adanya ketidaksesuaian

dengan Keaddarl, meliputi:
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi

prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi
daerah, dan keuangan daerah, rencana program,
kegiatan dan sub kegiatan;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun
berjalan;

yang menimbulkan penambahan kegiatan dan/atau sub
kegiatan baru dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Perumusan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun
2025 menindaklanjuti penambahan dan/atau
pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dan
memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah
terpilih dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Pasal 3

Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub
kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
dapat dilaksanakan dengan kriteria:
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a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat;

c. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian
yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;

d. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan
atau Renstra Perangkat Daerah;

e. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas
nasional yang mendukung percepatan pembangunan
daerah; dan

f. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang
dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran
yang signifikan terhadap pencapaian hasil program.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan
dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVAL ASIL TRIWULAN I
TAH

BAB III GKA EKONOMI DAERAH

EUANGAN DAERAH

BAB IV SARAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN DAERAH

BAB VI :  PENUTUP

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 5

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun
berpedoman pada:

a. Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
b. hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Pasal 6
Perubahan Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman

Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA
Perangkat Daerah.
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BAB III
PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan
dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 24 September 2025

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN
Diundangkan di Krui %
pada tanggal 24 September 2025 v
Pj. SEKRETARIS DAERAH \%

KABUPATEN PESISIR BARATN

e

TEDI ZADMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025 NOMOR 564



